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Abstract 
This research was conducted in the Mori Atas sub-district North Morowali Regency using the 
theory of Merilee S. Grindle through the Content Policy such as affected interests, the type of 
policy impact, policymaking layout, and resources used. In addition, the Policy Environment of this 
theory sees it from the characteristics of the institution and its ruler. This research uses descriptive 
qualitative research method with research interviews type which is selected intentionally adjusted  
to the focus of the research, the informants are the farmers, village government of Mori Atas, 
officials of Land Office of  Morowali, and the Government of North Morowali. Furthermore, the 
data were collected through observation, both primary and secondary data, and documentation. 
The results showed that the implementation of Palm Estate Tenure Policy PT.PN XIV / PT.SPN is 
not successful, it is due to neglect of the interests of the policy namely the target group of the policy 
by looking at the impacts of the policy both ecological and social development that a relationship 
public access to the environment will be lost, in terms of policy decisions explains that from the 
superstructure realm between legal-political, while a lack of success of this policy is nonuse of a 
great resource in the implementing the policy that the target group in this case are rural farmers. 
In policy environment, this research finds the tendency of the repressive attitude towards the 
implementation of the policy properly, but it is on the contrary. The policy recipients refused Estate 
Tenure Policy that has been implemented. 
Keywords: Policy Implementation, Content and Policy Environment. 
 
Kebijakan merupakan tempat bergantung 
banyak pihak untuk penyelesaian masalah 
publik secara rasional dan dapat diterima oleh 
berbagai kelompok kepentingan yang terlibat.  
Kebijakan selalu mencakup struktur yang 
mendua. Disatu sisi kebijakan mempunyai 
dimensi instrumental dalam menghasilkan 
keputusan, program dan hasil lainya dengan 
nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor 
pengambilan kebijakan, adanya seperangkat 
hubungan dalam kebijakan yang merupakan 
jalur komunikasi norma-norma etika, dan 
moral, proses membangun jalinan kepercayaan 
dan solidaritas antar aktor. 
Sementara itu para pembuat kebijakan 
adalah orang yang mempunyai wewenang yang 
sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga 
penetapan kebijakan publik walau dalam 
kenyataanya, beberapa orang yang mempunyai 
wewenang sah untuk bertindak dikendalikan 
oleh orang lain, seperti pimpinan partai politik 
atau kelompok penekan, kelompok yang 
dimaksud dalam pembuat kebijakan adalah 
legilsatif, eksekutif, administrator, dan para 
hakim. Hubungan yang saling berpengaruh bisa 
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terdapat pada lingkungan kebijakan dengan 
para pengambil kebijakan, yang dinama 
kebijakan publik pasti akan dibentuk dan 
membentuk lingkunganya sendiri. Dimana pada 
satu saat kebijakan menyalurkan masukannya 
pada lingkungan sekitarnya, namun pada saat 
yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar 
membatasi dan memaksakannya pada perilaku 
yang harus dikerjakan oleh para pengambil 
keputusan atau pembuat kebijakan. 
Implementasi kebijakan adalah membuat 
sebuah program dan kebijakan umum yang 
kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit 
lagi merumuskannya dalam kata-kata dan 
slogan-slogan yang kedengaranya mengenakan 
bagi telinga para pemimpin dan para pemilih 
yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi 
untuk melaksanakannya dalam bentuk cara 
yang memuaskan semua orang termaksud 
mereka anggap klien, Eugene Bardach dalam 
Agustino (2014:138). Implementasi seharusnya 
menjadi bagian yang dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakatn dalam berbagai aspek, 
ia menjadi bagian yang terpenting sehingga 
keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur 
apakah berhasil atau tidak, namun kenyataan 
yang didapatkan banyak implementor sulit 
menjalankan kebijakannya dengan baik bahkan 
jauh dari target keberhasilan yang ingin dicapai, 
sehingga umpan balik dari kebijakan itu ialah 
merevisi kembali apa yang sudah 
diformulasikan. Undang-undang Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 
3 yang berbunyi:  
“bumi dan air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”.  
Atas dasar itulah yang perlu digaris 
bawahi dari Negara menguasai kekayaan alam 
dan untuk kemakmuran rakyat, maka dari sisi 
penelitian ini berangkat.  
Persoalan Hak Guna Usaha belakangan 
ini menjadi salah satu trend topik dikalangan 
masyarakat, berkaitan dengan hal itu media 
juga banyak menyajikan peristiwa yang 
bersinggungan dengan keberadaan Hak Guna 
Usaha. Tujuan dari implementasi kebijakan 
Hak Guna Usaha untuk pemberdayaan 
masyarakat dimana masyarakat bisa mengelola 
perekonomian mereka lebih baik lagi justru 
bertentangan dengan apa yang dilihat dari 
peristiwa yang ada belakangan ini.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah 
menjelaskan bahwa,  
“ tanah memiliki peran yang sangat penting 
artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia 
ataupun dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional yang diselanggarakan sebagai upaya 
berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945”.   
Keadilan masyarakat yang dijelaskan 
diatas bertentangan dengan fakta empirik di 
Masyarakat Mori Atas, sebagian dari penerima 
kebijakan Hak Guna Usaha merasa tidak 
memiliki keadilan dan kesejahteraan yang 
dimaksud, mengapa demikian. Alasannya 
proses yang berlangsung dalam 
mengimplementasikan kebijakan Hak Guna 
Usaha tidakm mengedepankan hak-hak rakyat 
sebagai pondasi utamanya. Adanya 
kepentingan-kepentingan masyarakat yang 
dipengaruhi dari kebijakan tersebut 
mengakibatkan timbulnya pemisahan ruang 
produksi petani, seperti yang dikatakan Marx 
dalam Sangaji (2014:2) menjelaskan tentang 
akumulasi primitif yang menurutnya adalah 
sebuah proses sejarah yang memisahkan 
produsen ( petani ) dari alat produksinya, 
lanjutnya penyinhkiran tersebut menjadi 
landasan utama dari keseluruhan proses 
tersebut. Lantas apa yang menyebabkan 
sehingga terjadinya pemisahan ruang produksi, 
salah satu alasan yang tepat ialah tidak 
dikerahkannya kelompok sasaran   (petani desa) 
sebagai salah satu sumber daya utama sehingga 
akibat dari hal itu semua terjadi lahan tumpang 
tindih (lahan petani masuk kedalam Hak Guna 
Usaha). 
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Dye dalam Indiahono (2009:17) terkait 
pengertian kebijakan publik dia mengatakan 
“whatever goverment chose to do or not to do”. 
Artinya apapun yang dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah 
kebijakan, seperti jika kita melihat apabila ada 
jalan yang rusak, jembatan putus, atau sekolah 
yang ambruk lalu kita mengira pemerintah 
tidak melakukan apa-apa, maka menurut Dye 
itu termaksud kebijakan. Yang dimaksud 
dengan penjelasan diatas soal kebijakan bahwa 
kebijakan harus dimaknai dengan dua hal 
penting; pertama, kebijakan publik haruslah 
dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, 
kebijakan tersebut mengandung pilihan 
dilakukan atau tidak dilakukan.  
Sulawesi Tengah sendiri pun dalam 
menyikapi persoalan soal Hak Guna Usaha 
perusahaan sawit sendiri pun belum berakhir 
dengan kata-kata yang indah, masyarakat masih 
menganggap pemerintah belum melakukan 
tindakan tegas dalam menyelesaikan konflik 
masyarakat dengan koorporasi sawit. Jika 
melihat hal tersebut berarti pemerintah 
Sulawesi Tengah pun sudah melakukan 
kebijakan untuk tidak membuat suatu tindakan. 
Permasalahan lain akan timbul bila tidak ada 
tindak tegas dari pemerintah itu sendiri, sebab 
gelombang protes ini jika suda menasional 
maka akan mengancam seluruh aspek 
penghidupan lainya, seperti pendidikan,  
ekonomi, sosial dan politik bahkan sudah 
sampai keranah korupsi. Peraturan Daerah 
terkait izin lokasi perkebunan sawit belum juga 
dibuat, padahal dengan adanya berbagai macam 
masalah yang ada pemerintah seharusnya sudah 
membuat Rancangan Peraturan Darah untuk 
meminimalisir meluasnya izin perkebunan 
kelapa sawit lewat hak guna usaha (HGU). 
Selain Dye, James E. Anderson  
mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari 
sejumlah aktor ( pejabat, kelompok, instansi 
pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu 
bidang, kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang 
kebijakan memang tidak lepas dari kaitan 
kepentingan kelompok, baik di tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat secara 
umum Anderson yang dikutip Indiahono( 
1979:2-3 ).  Kebijakan publik dengan demikian 
harus menghindari pola pikir ortodoks untuk 
menyelesaikan masalah publik yang kian 
kompleks dan rumit. Pola pikir yang terlalu 
menyederhanakan masalah umum dengan 
memberikan kebijakan publik yang tambal 
sulam harus sudah mulai ditinggalkan. 
Pemerintah dan analisis kebijakan di masa yang 
akan datang harusnya sudah mulai berpikir 
mengenai perubahan yang lebih bermakna. 
Untuk itu pemerintah dan analis kebijakan 
harus mulai berani berpikir dan menganalisis 
ulang mengenai desain-desain kebijakan publik 
yang telah ada.  Menurut Elau dan Prewit 
(1973) dalam suharto ( 2008:7) mengemukakan 
bahwa “ kebijakan adalah sebuah ketetapan 
yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang 
konsisten dan berulang, baik dari yang 
membuatnya maupun yang mentaatinya “. Pada 
prinsipnya secara umum istilah kebijakan atau 
policy menurut Elau dan Prewit digunakan 
untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau 
sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.  
Secara etimologis, implementasi 
dimaksudkan sebagai suatu aktivitas/kegiatan 
yang bertalian dengan penyelesaian suatu 
pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk 
memperoleh hasil. Apabila pengertian 
implementasi di atas dirangkaikan dengan 
kebijakan publik, maka kata implementasi 
kebijakan publik dapat diartikan sebagai 
aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu 
kebijakan yang telah diterapkan atau disetujui 
dengan penggunaan sarana untuk mencapati 
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tujuan. Dengan demikian dalam proses 
kebijakan publik, implementasi kebijakan 
merupakan tahapan yang bersifat praktis dan 
dapat dibedakan dari formulasi kebijakan yang 
dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat 
teoritis. 
Rumusan Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87) menjelaskan bahwa makna 
implementasi adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan. 
Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk 
mengadministrasikanya dan untuk 
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat 
atau kejadian-kejadian. 
Berdasarkan makna diatas, bahwa definisi 
ini tidak hanya melibatkan perilaku badan-
badan administratif yang bertanggung jawab 
untuk melaksanakan program dan 
menimnulkan ketaatan pada diri kelompok 
sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan 
kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang 
langsung atau tidak langsung dapat 
mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang 
terlibat dan akhirnya berdampak pada yang 
diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari 
suatu program. 
Pada prinsipnya implementasi kebijakan 
menunjuk pada aktivitas menjalankan 
kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang 
dilakukan oleh organ pemerintah maupun pihak 
yang telah ditentukan dalam kebijakan. 
Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada 
yang disebut sebagai pihak implementor, dan 
kelompok sasaran. Implementor kebijakan 
adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai 
individu/lembaga yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan program dilapangan. Kelompok 
sasaran adalah menunjuk pada pihak yang 
dijadikan objek kebijakan. Namun dalam 
praktiknya implementasi kebijakan merupakan 
suatu proses yang begitu kompleks bahkan 
tidak jarang bermuatan politis dengan adanya 
intervensi berbagai kepentingan. 
Implementasi kebijakan menurut Edward 
III adalah tahapan pembuatan keputusan 
diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti 
halnya pasal-pasal sebuah undang-undang 
legislatif, pengeluaran sebuah peraturan 
eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau 
keluarnya standar peraturan dan konsekuensi 
dari kebijakan bagi masyarakat yang diambil 
secara tepat, maka kemungkinan kegagalan 
masih bisa terjadi, jika proses implementasi 
tidak tepat, namun bahkan sebuah kebijakan 
yang briliant sekalipun jika diimplementasikan 
buruk bisa gagal untuk mencapai tujuan para 
perancangnya, Tangkalisan ( 2003 : 1-2). 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuanya. Tidak lebih dan tidak 
kurang. Untuk mengimplementasikan 
kebijakan, ada dua pilihan langka yang ada, 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam 
bentuk program atau melalui formulasi 
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan 
publik tersebut. Dengan demikian bahwa 
implementasi kebijakan merupakan acara agar 
setiap kebijakan yang telah direncakanan 
dilaksanakan secara efektif demi tercapainya 
tujuan tersebut, Nugroho ( 2008 : 432 ). 
Model keempat yang berdekatan top 
down dikemukakan oleh Merilee S. Grindle 
dalam Agustino ( 2014 : 154-156 ), 
pendekatanya tersebut dikenal dengan politik 
implementasi dan proses administrasi. Menurut 
Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan publik. Isi kebijakan;1. 
Kepentingan-kepentingan yang terpengaruh, 2. 
Jenis manfaat yang didapatkan, 3. Derajat 
perubahan yang ingin dicapai, 4. Kedudukan 
pembuat kebijakan, 5. Siapa pelaksana 
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program, 6. Sumber daya yang dikerahkan. 
Lingkungan kebijakan; 1. Kekuatan, 
kepentingan, serta strategi aktor, 2. 
Karakteristik lembaga dan rezim berkuasa, 3. 
Kepatuhan dan daya tanggap. 
 
METODE  
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis wawancara 
sedangkan tipe penelitian berdasarkan latar 
belakang masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya maka tipe penelitian yang dipakai 
adalah Deskriptif Kualitatif. deskiptif dapat 
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan mengambarkan atau 
melukiskan keadaan subyek dan obyek peneliti. 
Metode kualitatif adalah sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan 
ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 
secara utuh. Informan dilakukan secara 
purposive yang berarti memilih informan yang 
dianggap mengetahui tentang implementasi 
kebijakan Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit 
serta sasaran dari implementasi tersebut juga 
akan dijadikan sebagai informan yang akan 
menjadi pembanding dalam menganalisa data.  
Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data 
yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat 
serta menggunakan sumber data yaitu data 
primer dan sekunder. Data primer yaitu data 
yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data ( Informan ). Data sekunder 
yaitu data yang bersumber dari dokumentasi 
yang bisa berupa arsip, gambar atau foto, dan 
dokumen pendukung.  
Dengan menggunakan metode penelitian 
kualitatif maka untuk menganalisis data yang 
telah dikumpulkan dilapangan digunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini 
akan digambarkan seluruh data dan fakta yang 
diperoleh dengan mengembangkan kategori-
kategori yang relevan dengan tujuan penelitian 
serta penafsiran terhadap hasil analisis 
deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada 
teori yang dipakai.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kecamatan Mori Atas merupakan salah 
satu dari kecamatan yang berada di Kabupaten 
Morowali Utara, pasca pemekaran dari 
Morowali tahun 2013 Kecamatan Mori Atas 
memekarkan diri sehingga terbentuklah 
kecamatan baru yaitu Mori Utara.   
Alasan memilih kecamatan mori atas 
menjadi lokus penelitian bukanlah tanpa 
kesengajaan, di kecamatan tersebut terdapat 
tiga perusahaan perkebunan sawit yang sudah 
berinvestasi cukup lama sejak era orde baru, 
diantaranya PT. Sinarmas, PT. Astra, dan 
PT.PN XIV atau PT. SPN. Semenjak masuknya 
investasi perkebunan sawit ( sekitar tahun 1999 
) corak produksi petani di Mori Atas mulai 
mengalami transisi, dari yang masih bercocok 
tanam kakao ( coklat ), sawah ladang, dan 
umbi-umbian hingga merambat ke sawit, hal ini 
diupayakan oleh pihak investor untuk 
memperkenalkan gaya hidup bertani yang baru 
dan juga sebagai kedok masuknya investasi 
mereka pelan-pelan agar bisa diterima oleh 
petani setempat. Upaya ini dilakukan secara 
sengaja sebagai bentuk terjalin kerjasama 
antara investor dalam mengambil lahan para 
petani yang ditargetkan sebagai lahan 
perkebunan sawit nantinya. 
 
Isi Kebijakan 
1. Kepentingan yang terpengaruh terpengaruh 
Dalam mengimplementasikan sebuah 
kebijakan harus disertakan kepentingan yang 
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masuk didalamnya. Artinya, dalam sebuah 
kebijakan harus jelas kepentingan mana saja 
yang berada didalamnya serta sejauh mana 
kepentingan itu mempengaruhinya. Terkait Hak 
Guna Usaha kepentingan yang paling dasar 
ialah memajukan atau mensejahterakan 
masyarakat yang dimanjakan dengan 
pembangunan, adanya investasi komoditi dalam 
hal ini sawit tentu saja menjadi harapan bagi 
setiap orang yang haus akan kemajuan dari 
berbagai macam sektor. Namun terkadang 
apabila yang menjadi dasar utama bagi 
pembangunan adalah investasi maka cenderung 
masyarakat menjadi dikerdilkan, sebab semua 
orang (kaum kapital) akan berupaya 
mengumpulkan modal demi investasi mereka.  
Disini peneliti akan mengungkapkan hasil 
penelitian yang berangkat dari fakta empirik 
yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mori 
Atas dengan menggunakan paradigma post-
positivisme dan teori kritis. 
Ibu Almida dan bersama masyarakat 
Desa Lee pernah melakukan aksi masa di 
Kantor Bupate Morowali Utara dengan alasan 
keberatan atas Hak Guna Usaha PT.PN 
XIV/PT.SPN yang menyerobot lahan warga ( 
10 Januari 2015 ), Lihat situs mongabay. 
Ibu Almida menjelaskan secara detail 
bagaimana persoalan masyarakat yang 
keberatan atas Hak Guna Usaha tersebut, 
menurut beliau Hak Guna Usaha ini 
diimplementasikan secara sepihak tanpa 
melibatkan warga di Desa Lee. 
Masyarakat di Desa Lee juga menempuh 
jalur lain dengan meminta bantuan Komnas 
HAM untuk menyelesaikan persoalan ini, dan 
kesepakatan yang dibangun antara masyarakat, 
pemerintah daerah dan juga Komnas HAM 
adalah menghentikan segala aktivitas 
perusahaan selama proses penyelesaian Hak 
Guna Usaha. 
Artinya, kepentingan yang terpengaruh 
disini adalah kepentiingan kelompok sasaran 
yang tidak lain ialah masyarakat Mori Atas 
yang merasa kehadiran Hak Guna Usaha ini 
justru menggusur lahan bertani mereka. 
2. Jenis manfaat yang dihasilkan 
Apabila ada pertanyaan terkait manfaat 
kebijakan maka dalam studi kebijakan Hak 
Guna Usaha Perkebunan Sawit yang menjadi 
pertanyaan ialah apa manfaatnya ketika 
kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalil 
pembangunan bagi daerah tertinggal, 
pengentasan kemiskinan, memajukan 
kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Adalah 
serangkaian program bagi pemerintah dalam 
mensejahterakan masyarakatnya, namun 
terkadang yang menjadi permasalahan ialah 
munculnya kesenjangan sosial entah adanya 
mereka yang disejahterakan maupun mereka 
yang tidak disejahterakan. 
Perilaku filantropi adalah sejenis perilaku 
yang sering ditunjukan oleh para kaum 
pemodal sebagai alat proyeknisasi mereka, 
dalam hal ini mereka bisa membangun investasi 
mereka asal mereka bisa memabngun fasilitas 
atau menyumbangkan modal mereka untuk 
masyarakat, seperti membangun rumah ibadah, 
taman siswa, perpustakaan, dan lain-lain. 
Hanya saja ini tidak berlaku di Kecamatan Mori 
Atas secara keseluruhan, masuknya investasi 
komoditi bukan mensejahterakan seperti 
maksud peneliti diatas tetapi malah sebaliknya 
yang ada malah tindakan akumulasi primitif  
dimana ada saja petani yang kehilangan lahan 
mereka karena digusur. 
Masuknya Hak Guna Usaha yang 
menyerobot lahan warga mengakibatkan 
terjadinya penggusuran dilahan masyarakat, 
seperti lahan pertanian, atau tanah warisan. Jika 
kita berpikir apa yang menjadi penyebab dari 
terjadinya penggusuran, maka jawabanya ialah 
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terjadinya ketimpangan kebijakan disebabkan 
adanya kepentingan yang terabaikan dan lebih 
mendahulukan kepentingan sekelompok orang 
yang memiliki kekuatan di wilayah 
suprastruktur (kepentingan yang dimaksud 
ialah kaum investor dan kepentingan 
penguasa).  
Penjelasan manfaat investasi komoditi 
bagi bagi kelestarian lingkungan hidup menjadi 
bahan diskusi yang panjang, mereka yang 
memiliki kekuatan dominan ( kelas kapitalis ) 
mampu mempengaruhi kesadaran kelompok 
lain dengan menggunakan alam sebagai aspek 
karunia yang digunakan atas nama 
pembangunan. Kritik atas pandangan tersebut 
sudah lama dikumandangkan oleh Marx, bahwa 
sistem politik yang menggunakan sumber daya 
alam sebagai bahan baku pembangunan 
menyebabkan ada segelintir kaum yang tercerai 
beraikan akibat tujuan pembangunan. 
Penjelasan ini bisa ditemukan dalam tulisan 
terkait akumulasi primitif  sebuah tesis tentang 
perampasan lahan yang terjadi, Marx ( 1887 : 
508 ) mengatakan. “The so-called primitive 
accumulation, therefore, is nothing else than 
the historical process of divorcing the producer 
from the means of production. It appears as 
primitive, because it forms the prehistoric stage 
of capital and of the mode of production 
corresponding with it”. 
Disebutkan bahwa akumulasi primitif 
adalah proses sejarah menceraikan  produsen 
(petani) dari alat produksinya (tanah,dll). Hal 
ini memberikan pengertian bahwa manfaat 
yang bisa diperoleh dari implementasi 
kebijakan Hak Guna Usaha perkebunan sawit 
tersebut memang tidak dirasakan sebagian 
petani atau masyarakat yang mendapatkan 
tindakan yang berbeda yaitu lahan mereka 
justru masuk kedalam Hak Guna Usaha tanpa 
mereka ketahui. 
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 
Jika dibuat pertanyaan maka yang akan 
ditulis adalah perubahan seperti apa yang 
diinginkan dalam kebijakan Hak Guna Usaha 
perkebunan sawit, perubahan ini bisa 
diterjemahkan dalam bentuk pikiran apapun 
namun peneliti dalam melihat fakta lewat 
pendekatan Grindle melihat dari segi struktur 
dalam masyarakat yang tak bisa dipisahkan 
dengan problem yang ada. 
Jika respon penerima kebijakan adalah 
menolak kebijakan itu maka dalam model 
kebijakan Hak Guna Usaha maksud dari respon 
penerima kebijakan itu ialah penyerobotan 
lahan, penyerobotan lahan ini bisa mengubah 
struktur sosial masyarakat yang merasakannya, 
disamping kerugian ekonomi masyarakat akan 
pula merasakan perubahan dalam kondisi kerja 
mereka. Perubahan juga bisa diartikan lain oleh 
para birokrat seperti perubahan dalam 
pertumbuhan ekonomi ( daerah ), perubahan 
ekonomi ini bisa saja mendapatkan tekanan 
baik dalam maupun luar oleh pihak investor 
yang juga bertujuan mengakumulasi modal 
mereka.  
Kondisi perubahan dari struktur sosial 
masyarakat dalam hal ini ialah model kerja 
mereka yang diakibat kebijakan Hak Guna 
Usaha ialah perubahan corak produksi 
masyarakatnya, beberapa hasil observasi serta 
diskusi yang dilakukan peneliti dari masyarakat 
adanya investasi sawit bisa mengakibatkan, 
pertama, terciptanya tenaga kerja cadangan 
baru. Kedua, setelah terciptanya tenaga kerja 
baru maka ia akan masuk kedalam hubungan 
produksi, dalam model kapitalis ialah hubungan 
yang eksploitatif. Model perubahan ini menurut 
peneliti menjadi keuntungan besar bagi 
pemodal dalam menghidupi syarat produksinya, 
reproduksi. 
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Penjelasan lebih dikemukakan oleh Louis 
Althusser  yang diterjemahkan oleh Mohamad 
Zaki Hussein ( 2015 : 10 ) bahwa tidak ada 
produksi yang bisa berjalan tanpa adanya 
reproduksi syarat-syarat material dari produksi: 
reproduksi syarat-syarat produksi. Artinya, 
disetiap investasi perkebunan sawit guna 
menambah kekayaan mereka perlu juga 
menciptakan tenaga kerja baru dan terus 
menciptakannya ( reproduksi ) khususnya dari 
struktur sosial masyarakat baik dalam keluarga 
dan lain-lain. Itu adalah bentuk perubahan dari 
segi ekonominya serta cara kerjanya, sebab 
perubahan dari situ akan menjawab setiap 
alasan sebab kebijakan Hak Guna Usaha itu 
diimplementasikan.  
Hasil ini memberikan kesimpulan, 
implementasi kebijakan Hak Guna Usaha 
dampak perubahan yang bisa terjadi ialah 
perubahan formasi sosial mereka. 
4. Kedudukan pembuat kebijakan 
Kedudukan atau posisi pembuat 
kebijakan ini akan dijelaskan oleh peneliti 
dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang 
akan lebih menerangkan arah pikiran dari 
peneliti. Posisi pembuat kebijakan paling top 
berada pada Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. Pengertianya, dalam 
Peratruan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Pasal 
1 Ayat 8 Tentang Ketentuan Umum, bahwa.  
Menteri adalah menteri yang bertanggung 
jawab dibidang agraria. 
Maksudnya, kata pertanggung jawab 
disini mendefinisikan segala hal yang bersifat 
Hak Guna Usaha diberikan kekuasaan kepada 
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 
Nasional. Selanjutnya, proses dari semua 
perizinan yang sah berakhir pada Sertifikat 
HGU yang diberikan kepada pemohon hak 
dalam hal ini perorangan, badan hukum atau 
perusahaan. Badan Pertanahan Nasional, BPN 
singkatan dari Badan Petanahan Nasional atau 
untuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
mendapatkan hak untuk mengeluarkan 
Sertifikat HGU setelah mendapatkan Izin 
Lokasi serta bukti hukumnya seperti, batas 
lahan yang ditentukan oleh pemohon hak. Batas 
ini antara lain batas dengan tanah masyarakat 
dan kawasan hutan konservasi. Apabila batas 
lahan atau patok itu tidak sesuai atau melanggar 
maka terbukti sesuai aturan tidak bisa 
mendapatkan Hak Guna Usaha. 
Jadi, kedudukan pembuat kebijakan 
dalam hal ini Hak Guna Usaha berada pada 
Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan 
Nasional Sulawesi Tengah. 
5. Pelaksana program 
Tentang pelaksana program, siapakah 
pelaksana program, tentunya, dalam setiap 
kebijakan untuk suksesnya terdapat pelaksana 
program baik teknis, lapangan, maupun tim 
evaluasinya. Namun, dalam indikator ini 
peneliti ingin melihat dari sudut pandang yang 
lain dengan menggunakan teori Grindle.  
Menurut peneliti, pelaksana program ini 
akan dibagi menjadi dua, pertama, 
implementornya serta, kedua, kelompok 
sasarannya. Hal ini kirannya akan menjadi satu 
kesinambungan mengingat, kebijakan yang 
sukses tentunya akan mengikat semua elemen 
yang ada didalamnya. 
Persoalan pokok yang diteliti ialah soal 
penyerobotan lahan, hal ini terjadi karena, 
adanya kesalahan pada saat penentuan batas 
yang dilakukan oleh pemohon hak dalam hal 
ini, badan hukum atau perusahaan. 
Kelompok sasaran adalah salah satu 
peran penting dari terlaksananya program yang 
efisien tanpa melibatkan mereka dapat 
dipastikan kebijakan akan tidak berhasil. 
Terkait soal Hak Guna Usaha sebuah kebijakan 
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agraria jika tidak melibatkan kelompok sasaran 
maka yang terjadi ialah konflik lahan. 
6. Sumber daya yang dikerahkan 
Jika peneliti lain yang menggunakan teori 
Grindle sumber daya yang dimaksud adalah 
sumber daya manusia pada tataran topnya, 
maka, disini peneliti melihat dari problem yang 
tak bisah dijarakkan yang dimaksud sumber 
daya yang dikerahkan adalah kelompok sasaran 
itu sendiri. 
Kebijakan Hak Guna Usaha lewat 
pendekatan ini tidak bisa dilihat hanya dari segi 
kemampuan implementornya akan tetapi, harus 
dilihat dari peran yang sangat dasar dari bawah. 
Kesalahpahaman ini menurut peneliti mencoba 
mengelaburkan kelompok sasaran menjadi 
bagian yang hanya menerima kebijakan tetapi 
tidak sebagai penentu atau pelaksana dari 
kebijakan itu sendiri.  
 
Lingkungan Kebijakan 
1. Kekuatan, kepentingan, serta strategi aktor 
yang terlibat 
Diatas telah dijelaskan bagaimana isi 
kebijakan dari implementasi Hak Guna Usaha 
yang dinilai kurangnya keterlibatan kelompok 
sasaran untuk mensukseskan suatu kebijakan 
tersebut. Kali ini yang akan dikaji adalah 
lingkungan kebijakan yang dinilai sebagai 
pengaruh besar yang bisa menentukan arah 
kebijakan itu sendiri. Dalam permasalahan 
antar kelompok sasaran dengan kebijakan, 
maka yang dilakukan kembali ialah pengukuran 
kembali atau inclave.  
Pengukuran kembali ini ditemukan 
peneliti dalam kasus di Desa Ensa sekitar bulan 
Januari 2016, tepatnya pada waktu itu ada lahan 
masyarakat yang juga masuk kedalam Hak 
Guna Usaha. Peneliti bersama Warga Ensa 
yang dipimpin oleh Bapak Patris Siombo 
menelusuri lahan warga yang masuk kedalam 
HGU itu bersama beberapa petugas dari BPN 
Morowali.  
Strategi aktor disini, peneliti menemukan 
bahwa untuk melakukan hal-hal yang tidak 
diinginkan Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Sulawesi Tengah melakukan beberapa hal 
antara lain, membentuk Tim Panitia Tanah B 
dan pengukuran kembali. Menurut peneliti, 
hasil yang dilakukan oleh pembentukan 
Panitian Tanah B tidak memberikan efek apa-
apa seperti contoh kasus Desa Ensa dan Desa 
Lee, yang ada justru tumpang tindih lahan 
dibiarkan saja dan tidak ada respon nyata dari 
pemerintah Daerah yang terkait. Hasilnya, 
pengukuran lahan dilakukan untuk 
mengeluarkan lahan masyarakat yang masuk 
kedalam Hak Guna Usaha PT.PN XIV/PT.SPN. 
2. Karakteristik dan rezim berkuasa 
Hak Guna Usaha merupakan produk 
kebijakan kolonial, hal ini bisa dibuktikan 
dengan beberapa pandangan dari para ahli yang 
meneliti soal kebijakan pertanahan. Mengapa 
membahas Hak Guna Usaha terlebih dahulu, 
sebab, hal ini sangat penting bagi pendalaman 
hasil penelitian ini mengingat, Hak Guna Usaha 
merupakan kebijakan yang lahir sejak era 
kolonial hingga sekarang yang berbau azaz 
domein negara, produk penguasa. Azaz Domein 
negara yang dituliskan oleh Noer Fauzi 
Rachman ( 2012 : 15 ) menyatakan, bahwa 
semua tanah yang tidak mempunyai status 
kepemilikan sesuai dengan hukum Barat akan 
dianggap sebagai milik negara. Konsep inilah 
yang sampai hari ini masih dipegang oleh setiap 
era atau rezim di negara ini sebagai hukum 
yang sah dalam mengatur setiap kepemilikan 
atas tanah, dalam hal ini tanah negara. 
Masih soal produk kebijakan kolonial, 
Noer Fauzi Rachman kembali mencatatkan 
lahirnya Hak Guna Usaha sebagai langkah awal 
para kolonial untuk menguasai tanah di 
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nusantara ini dengan kepastian hukum mereka. 
Selanjutnya, hak-hak erpacht dalam UUPA 
1960 menetapkan keberlanjutan hidup 
perkebunan-perkebunan kolonial dengan 
mengkonversi hak-hak erpacht menjadi Hak 
Guna Usaha. Makna erpacht adalah hak yang 
dipunyai perusahaan-perusahaan perkebunan 
selama 75 tahun ( 2012 : 25 ). Badan 
Pertanahan Nasional baik Provinsi hingga serta 
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara 
adalah lembaga yang memiliki kewenangan 
penuh atas kebijakan ini dan kebijakan Hak 
Guna Usaha adalah lebel kebijakan kolonial 
yang diubah wajahnya tanpa menghilangkan 
kekuatannya terhadap negara atas tanah. Inilah 
yang menurut peneliti yang menjadi bagian 
penting untuk memahami indikator 
karakteristik lembaga dan rezim berkuasa.  
3. Kepatuhan dan daya tanggap 
Terkait soal kepatuhan dan daya tanggap, 
mungkin beberapa peneliti lainnya yang 
menggunakan teori Grindle sebagai pendekatan 
untuk menganalisa implementasi pasti 
menggunakan indikator terkahir dari 
lingkungan kebijakan ini, akan melihat dari segi 
implementornya. Disini peneliti sendiri tidak 
melihat dari segi itu sebab, menurut peneliti hal 
yang paling penting untuk disandarkan pada 
poin ini ialah kelompok sasarannya. Artinya, 
kelompok sasaran inilah yang akan dilihat dari 
indikator kepatuhan dan daya tanggap mereka. 
Berangkat pula dari respon penerima kebijakan 
tujuannya, agar semua isi dari penelitian ini 
akan melihat jelas soal persoalan yang terjadi 
diranah implementasi kebijakannya yaitu 
lingkungan kebijakan dan kelompok sasaran. 
Pertama, indikator ini akan menyinggung 
dari awal berkaitan dengan ini akan dilihat dari 
segi suprastruktur (legal-politisnya). 
Suprastruktur disini berkaitan dengan aparatus 
negara dan ideologi. 
Teori ini menggambarkan adanya kelas 
yang sengaja membuat kepatuhan terhadap 
kelas yang dibawahnya, guna melancarkan 
kebijakan yang diputuskan kelas tersebut 
mempunyai aparatusnya yang disebut aparatus 
represi negara. Model aparatus represi negara 
ini bersifat kasar dan brutal kekuatan yang 
digunakan seperti ini agar kelas yang dimaksud 
bisa menjalankan semua yang diputuskan tanpa 
ada satu hal yang dibantahkan, apabila ada 
bantahan dari mereka maka kekuatan yang 
cenderung represif akan dilakukan. 
Kedua, setelah bermain diranah aparatus 
represi negara, maka yang berikut adalah 
aparatus ideologi negara. Model ini lebih 
persuasif dan lebih soft ketimbang aparatus 
represi negara. Untuk melancarkan program 
dan keputusan kebijakan cara ampuh lain untuk 
membuat mereka menjalani semua aturan yang 
berlaku adalah dengan menggandeng lembaga 
privat masyarakat, semisal lembaga agama ( 
gereja, mesjid, dll ), lembaga pendidikan, dan 
organisasi masyarakat. Pendekatan yang 
mereka lakukan adalah agar meringankan 
semua beban kelas dibawahnya untuk 
menerima setiap kebijakan yang dijalankan 
menjadi nyaman dan tidak perlu ada tekanan 
walaupun mereka tak sadar sedang di kontrol. 
Teori tersebut digunakan peneliti untuk 
mengembangkan pendekatan dalam mengisi 
Grindle yang memfokuskan lingkungan 
kebijakan teorinya sebagai analisa terhadap 
pengaruhnya dalam implementasi kebijakan. 
Seperti yang dikatakan Gramsci dalam Wayne 
Parsons bahwa kekuasaan kelas penguasa lebih 
halus ketimbang dominasi fisik dari satu kelas 
atas kelas lainnya. Menurutnya, untuk 
menguasai itu mereka perlu hegemoni dan 
untuk mempunyai itu mereka perlu negara 
sebagai alatnya. Pandangan seperti ini menurut 
peneliti penting digunakan guna melihat dari 
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satu sudut pandang yang berbeda dimana, 
penelitian ini memang fokus dasarnya adalah 
kelompok sasaran selaku perespon kebijakan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Kepentingan yang menjadi dasar dari 
kebijakan dalam hal ini kepentingan kelompok 
sasaran menjadi sangat penting. Hasilnya, 
kepentingan kelompok sasaranlah yang menjadi 
terabaikan dalam kebijakan Hak Guna Usaha 
ini dan cenderung posisi investasi lebih 
diutamakan. Semua dari proses ini yang 
menjadi dasar dari kegagalan kebijakan ini 
ialah tidak adanya kelompok sasaran sebagai 
pelaksana program artinya, kelompok sasaran 
menjadi penting dalam mengimplementasi 
kebijakan apalagi yang berkaitan dengan Hak 
Guna Usaha dan sudah pasti yang paling 
merasakan dampaknya adalah kelompok 
sasaran serta diikuti tidak dikerahkannya 
kelompok sasaran sebagai sumber daya yang 
paling dasar dan utama. 
Pendekatan dalam lingkungan kebijakan 
menilai adanya kepentingan yang memiliki 
kekuatan dominan disamping tidak adanya efek 
yang timbul dari peran serta strategi 
implementornya dalam menyelesaikan 
persoalan tumpang tindih lahan akibat adanya 
Hak Guna Usaha ini, seperti Panitia Tanah B 
yang dibentuk untuk meneliti apakah pemohon 
hak sudah melakukan apa yang menjadi 
kewajiban mereka dengan memasang batas 
wilayah sebagai bukti yuridis mereka. 
Tidak adanya pembebasan lahan 
sebelumnya menjadi hal yang paling fatal 
dalam implementasi kebijakan ini artinya, 
pemerintah daerah yang bersangkutan tidak 
melakukan apa yang terdapat pada peraturan 
Izin Lokasi dan kesewenang-wenangan 
pemohon hak dalam menentukan wilayah yang 
menjadi Hak Guna Usaha mereka sehingga 
hasilnya terdapat lahan perekonomian 
masyarakat seperti kebun, sawah, serta tanah 
dan yang paling fatal lagi terdapat dua rumah 
yang masuk kedalam Hak Guna Usaha tersebut. 
 
Rekomendasi 
Kebijakan publik menitikberatkan antara 
publik dan problem-problemnya. Kebijakan 
publik membahas soal bagaimana isu-isu dan 
persoalan-persoalan tersebut disusun dan 
didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu 
diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda 
politk. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengenali 
implementasi kebijakan dengan pendekatan 
yang dipakai untuk menganalisa baik dari 
problemnya maupun prosesnya. Sehingga 
berdasarkan hasil analisa dan pembahasan 
maka dapat dikemukakan saran-saran baik 
aspek teoritis dan praktisnya 
Teoritis, penelitian ini mencoba 
mengembangkan teori yang ada guna, sebagai 
alat pendekatan dalam melihat langsung 
kebijakan dari arah kelompok sasarannya. 
Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi 
peneliti selanjutnya dan bisa mengembangkan 
lagi apa yang telah dirumuskan penelitian 
sebelumnya..  
Masih berbicara dari segi teoritisnya, 
kebijakan terkait Hak Guna Usaha hendaknya 
mengutamakan pendekatan ekologis guna 
mengendepankan lingkungan sebagai objek 
yang dipakai guna keberlangsungan hidup 
manusia bukan sebagai alat yang dirusak demi 
kepentingan kapital.  
Praktisnya, baik Pemerintah Kabupaten 
Morowali Utara dan juga Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah harusnya memilih alternatif 
kebijakan yang lebih mengutamakan aspek 
ekologisnya. Serta memberikan sanksi 
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administrasi terhadap implementor kebijakan 
Hak Guna Usaha. 
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